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ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh dewan komisaris yang diproksikan
dengan ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar
belakang pendidikan presiden komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris
terhadap environmental disclosure yang diukur dengan skor pengungkapan
lingkungan pada annual report dengan indeks GRI. Penelitian ini juga
menggunakan leverage, profitabilitas dan size sebagai variabel kontrol.

Penelitian ini menggunakan sampel 59 perusahaan, dengan metode
purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2008-2012 yang masuk dalam peringkat The Indonesian
Institute for Corporate Governance (IICG) dan Indonesian Capital market
Directory (ICMD) tahun 2008-2012, serta mengeluarkan laporan keuangan tahun
2012. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ukuran dewan komisaris
mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap environmental disclosure
(2) proporsi dewan komisaris independen mempunyai pengaruh yang positif
signifikan terhadap environmental disclosure (3) latar belakang pendidikan
presiden komisaris tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure (4) dan
jumlah rapat dewan komisaris mempunyai pengaruh yang positif signifikan
terhadap environmental disclosure.

Kata Kunci: ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen,
latar belakang pendidikan presiden komisaris, jumlah rapat dewan
komisaris, environmental disclosure.



1. PENDAHULUAN

Kepedulian pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan
perlindungan terhadap kesehatan manusia telah menyebabkan organisasi atau
perusahaan lebih memperhatikan potensi dampak lingkungan yang ada akibat
aktivitas, produk dan jasa yang mereka miliki. Kinerja perusahaan dalam bidang
lingkungan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pihak internal dan ekstemal
yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Oleh karena semakin tingginya tuntutan masyarakat, maka beberapa
perusahaan industri terutama yang rawan lingkungan (industri yang berdampak
atau berpengaruh penting terhadap lingkungan, sehingga industri ini sangat erat
kaitannya dengan faktor-faktor lingkungan hidup). Perusahaan telah mencoba
membuat kebijakan menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap stakeholder,
khususnya masyarakat dan lingkungan hidup. Salah satu cara perusahaan
menunjukkan akuntabilitas kepada stakeholdernya itu dengan memanfaatkan
laporan tahunan perusahaan sebagai media untuk mengungkapkan aktivitas
lingkungannya.

Saat ini keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari tingkat laba
yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, namun juga dari tanggungjawab atas
aktivitas yang dilakukan perusahaan baik dalam bidang sosial, kesehatan maupun
lingkungan. Pentingnya aktivitas dan pengungkapan Corporate Social
Responsibility (CSR) juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal tersebut
dapat dilihat dari Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan tentang
pengungkapan Corporate Social Responsibility (pertanggungjawaban sosial
perusahaan) bagi Perseroan Terbatas. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas Pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa selain
laporan keuangan, dalam laporan tahunan perusahaan juga diwajibkan
melaporkan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Dalam pasal 74
menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.



Menurut Suratno et al (2006) dalam Effendi et al (2012) Environmental
Disclosure merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan
lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut (Wilmshurst dan
Frost, 2000, dalam Fatayaningrum, 2011), Environmental Disclosure adalah
pengungkapan perusahaan terhadap dampak dari aktivitas perusahaan pada
lingkungan fisik atau alam, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Lebih lanjut
menurut  (Suratno, dkk, 2006), Environmental Disclosure merupakan
pengungkapan informasi terkait dengan lingkungan di dalam laporan tahunan
(Annual Report) perusahaan. Untuk pengukuran Environmental Disclosure dapat
dilihat pada pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) di laporan
tahunan perusahaan maupun laporan keberlanjutan (sustainability report) secara
terpisah. Sedangkan (Brown dan Deegan, 1998, dalam Effendi et al, 2012)
mengatakan Environmental Disclosure penting untuk dilakukan karena melalui
pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat
dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka
memenuhi tanggungjawab sosialnya. Dengan cara demikian, perusahaan akan
memperoleh manfaat positif yakni perhatian, kepercayaan dan dukungan dari
masyarakat.

Pada beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mengalami peningkatan
permasalahan pencemaran lingkungan hidup (Suratno, Darsono, dan Mutmainah,
2006, dalam Effendi et al, 2012). Pencemaran lingkungan hidup ini dapat dilihat
dari berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir bandang di
beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tanah longsor di Desa Sijeruk
Jawa Tengah dan daerah lainnya di Jawa dan Sumatera, serta kebakaran hutan di
beberapa hutan lindung Kalimantan. Bahkan munculnya banjir lumpur bercampur
gas sulfur di daerah Sidoarjo Jawa Timur merupakan bukti rendahnya perhatian
perusahaan terhadap dampak lingkungan hidup (Ja’far, 2006).

Permasalahan lingkungan hidup menjadi perhatian yang serius, baik oleh
konsumen, investor, maupun pemerintah. Pada umumnya, para investor lebih
tertarik pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan hidup yang

baik dan tidak mengabaikan masalah pencemaran lingkungan (Ja'far, 2006).



Kepentingan bisnis yang menunjukkan reputasi, kredibilitas, dan value added bagi
perusahaan di mata stakeholder menjadi dorongan perusahaan untuk
mengungkapkan tanggungjawab sosialnya terhadap lingkungan hidup di Annual
Report (Eipstein dan Freedman, 1994, dalam Djoko Suhardjanto, 2010).

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan
untuk mengungkapkan informasi lingkungan hidup (Suhardjanto, 2008, dalam
Djoko Suhardjanto, 2010), akibatnya banyak perusahaan yang tidak
mengungkapkan aktivitas lingkungan hidupnya (Anggraini, 2006, dalam Djoko
Suhardjanto, 2010). Tata kelola perusahaan (Corporate Governance) yang baik
menjadi salah satu faktor pendorong yang memunculkan akuntansi
pertanggungjawaban lingkungan hidup (Eng dan Mak, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) berhasil mendukung teori
agensi dan sesuai dengan pendapat (Co Uerdan Gregory, 1999 dalam Djoko
Suhardjanto et al, 2012) yang menyatakan bahwa "semakin besar jumlah anggota
dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan Chief
Executive Officer (CEO) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif,
dikaitkan dengan pengungkapan informasi lingkungan hidup, maka tekanan
terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya". Hasil
ini juga berhasil mendukung hasil penelitian (Arin, 2002, dalam Sembiring, 2005)
yang menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas
pengungkapan sukarela yang dibuat perusahaan di Indonesia. Dewan komisaris
yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap
manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan
laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan
komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan
keuangan maupun pengungkapan lingkungan perusahaan (Cho, C. H. & Pattern,
D. M., 2007).

Proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan
komisaris merupakan variabel yang sering digunakan untuk menguji pengaruh
Corporate Governance terhadap Environmental Disclosure. Penelitian (Chen dan

Jaggi, 1998, dalam Djoko Suhardjanto, 2010) menunjukkan terdapat hubungan



positif antara proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan
komisaris dan Environmental Disclosure.

Karakteristik personal komisaris utama juga mempengaruhi Environmental
Disclosure. Hal ini dijelaskan oleh penelitian (Haniffa dan Cooke, 2005), yang
menunjukkan adanya hubungan antara pengungkapan informasi lingkungan
dengan faktor dominan komisaris utama pribumi yang menduduki jabatan
tersebut. Latar belakang pendidikan komisaris utama yang mempunyai pendidikan
bisnis (keuangan) juga menjadi variabel penentu. Komisaris utama yang
mempunyai latar belakang pendidikan bisnis biasanya berpengaruh terhadap
pengetahuan yang dimiliki, meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi pelaku
usaha untuk punya pendidikan bisnis namun akan lebih baik jika anggota dewan
komisaris memiliki latar belakang pendidikan bisnis (Kusumastuti, Supatmi, dan
Sastra, 2006).

2.  LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Hubungan Antara Ukuran Dewan Komisaris dengan Environmental

Disclosure

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara ukuran dewan
komisaris terhadap Environmental Disclosure. Hasil penelitian (Frendy et al,
2011) dan (Sun et al, 2010) menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan
antara ukuran dewan komisaris dengan Environmental Disclosure. Lain halnya
dalam penelitian (Febrina ef al, 2011) dan (Uwuigbe, 2011) yang menemukan
pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris dengan Environmental
Disclosure.

H1 : Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh terhadap Environmental
Disclosure
2.2 Hubungan Antara Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan

Environmental Disclosure

Peran utama dewan komisaris adalah terkait dengan fungsi kontrol (Pound,
1995). Dewan komisaris independen merupakan alat untuk mengawasi perilaku
manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi sukarela dalam laporan

tahunan perusahaan (Rosenstein dan Wyatt, 1990). Lebih jauh lagi (Choiriyah,



2010) dan (Uwuigbe et al, 2011) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris
berpengaruh positif terhadap Environmental Disclosure. Lain halnya dengan hasil
penelitian (Suhardjanto dan Miranti, 2008), (Suhardjanto dan Afni, 2009),
(Yusnita, 2010) dan (Fatayaningrum, 2011) yang menyatakan bahwa proporsi
dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap Environmental Disclosure.
H2 : Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh terhadap
Environmental Disclosure

2.3 Hubungan Antara Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris

dengan Environmental Disclosure

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh presiden komisaris
berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki (Ahmed and Nicholls, 1994
dalam Akhtaruddin, 2009). Akan lebih baik jika seorang presiden komisaris
memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi, karena seorang presiden
komisaris harus memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis dan mengambil
keputusan bisnis (Bray, Howard, dan Golan, 1995 dalam Kusumastuti dkk, 2007).
Lebih jauh lagi (Suhardjanto dan Afni, 2009) dan (Choiriyah, 2010) mengatakan
latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh secara signifikan
terhadap Environmental Disclosure. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suhardjanto dan Miranti, 2008) yang
mengatakan latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh
dengan Environmental Disclosure.
H3 : Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris Berpengaruh terhadap

Environmental Disclosure
2.4 Hubungan Antara Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan

Environmental Disclosure

Sesuai dengan Corporate Governance Guidelines yang ditetapkan 12
September 2007, dewan komisaris harus memiliki skedul atau jadwal rapat tetap
dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan
pada saat yang tepat. Hal ini untuk mengetahui apakah operasi perusahaan telah
sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh (Brick dan Chidambaran, 2007), menunjukkan bahwa semakin



banyak rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan meningkatkan
kinerjanya. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan pengungkapan
informasi oleh dewan komisaris terkait dengan pengungkapan lingkungan.
H4 : Jumlah Rapat Dewan Komisaris Berpengaruh terhadap Environmental

Disclosure
3. METODE PENELITIAN
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan komisaris yang
direpresentasikan oleh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris
independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, dan jumlah rapat
dewan komisaris. Variabel dependennya adalah Environmental Disclosure. Selain
itu, size, profitabilitas, dan leverage dalam penelitian ini digunakan sebagai
variabel kontrol.
3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 145 perusahaan go public yang masuk
peringkat Corporate Governance Perception Index tahun 2008-2012. Berdasarkan
teknik purposive sampling, diperoleh sebanya 59 perusahan.
3.3 Metode Analisis Data

Uji hipotesis dilakukan dengan cara uji signifikansi (pengaruh nyata)
variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). dalam penelitian ini
digunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan oleh peneliti
apabila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunya) variabel
dependen, dan apabila dua atau lebih variabel independen sebagai predictor
dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Untuk pengujian hipotesis yaitu
dengan menggunakan analisis regresi berganda. Berikut model regresi tersebut:
EDIit = a0 + alUDEKOMit + 62PRODKOMIit + a3LBPPKit + a4JRDKit

+ oSSIZEit + a6LEVit + a7PROFit + Eit



Keterangan persamaan regresi berganda

Simbol Keterangan

EDI Environmental Disclosure Index

a0 Konstanta

ol, 02, a3, 04, a5, ab Koefisien

UDEKOM Ukuran Dewan Komisaris

PRODKOMI Proporsi Dewan Komisaris Independen

LBPPK Latar Belakang Pendidikan Presiden
Komisaris

JRDK Jumlah Rapat Dewan Komisaris

SIZE Ukuran Perusahaan

LEV Leverage yang diukur dengan rumus DER

PROF Profitabilitas yang diukur dengan rumus
ROA

E Standar error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa udekom,
prodkomi, lbppk, jrdk memiliki rata-rata relatif sedang. Size dan prof juga
memiliki rata-rata relatif sedang, tetapi untuk /everage sebagai proksi dari rasio
kewajiban terhadap modal sendiri atau ekuitas juga memiliki rata-rata relatif
tinggi.

Hasil uji normalitas data diketahui bahwa nilai signifikan atau probability
dari (asymp. Sig. (2-tailed)) yaitu sebesar 0.922 > 0.05, sehingga dapat
disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas
menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari
10 dan nilai tolerance > 0.1, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak
terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak

ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi
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variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikan > 0.05, sehingga
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model.

Berdasarkan hasil uji durbin waston pada model regresi nilai DW sebesar
2.144 dimana angka tersebut berada pada dU < DW < 4-dU yaitu 1.7266 < 2.144
<2.2734, dapat dikatakan bahwa Ho = tadak ada autokorelasi positif, negatif tidak
ditolak. Yang artinya bahwa dalam model tersebut tidak terdapat autokorelasi.
Hasil uji goodness of fit model menunjukkan bahwa model dinyatakan fit
sebagaimana dapat dilihat dari uji diterminasi menunjukkan nilai adjusted R
square sebesar 0.233, selain itu hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai F =
3.510 dengan signifikan sebasar 0.004 < 0.05. nilai signifikan pengujian yang
lebih kecil dari a = 0.05 menunjukkan bahwa model regresi dapat dikatakan baik,
sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

4.1.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Environmental
Disclosure

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil
bahwa ukuran dewan komisaris (UDEKOM) tidak mempunyai pengaruh terhadap
Environmental Disclosure (EDI). Dibuktikan dengan hasil uji t memperoleh nilai
thitung < tiabel (0.484 < 2.007) dengan nilai signifikan sebesar 0.630 berada lebih
besar pada o = 5%, sehingga Hi1 ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Febrina et a/ (2011) dan
(Uwuigbe, 2011), yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak
mempengaruhi  Environmental Disclosure. Namun, hasil penelitian ini
bertentangan dengan penelitian (Frendy et al, 2011) dan (Sun et al/, 2010), yang
menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris
dengan Environmental Disclosure.

Alasan mengapa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap
Environmental Disclosure karena dewan komisaris tidak mempunyai kepentingan
apapun terhadap Environmental Disclosure. Sehingga, berapapun jumlahnya
dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak satupun dewan komisaris yang

memperhatikan terhadap pengelolaan lingkungan. Artinya, dari sekian banyaknya
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perusahaan yang ada disampel, tidak satupun dari mereka yang memfokuskan diri

pada Environmental Disclosure.

4.1.2 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap
Environmental Disclosure

Dalam penelitian ini, proporsi dewan komisaris independen diukur dari
perbandingan antara total komisaris independen dengan total dewan komisaris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thiung > trabel (2.468 > 2.007) dengan
nilai signifikan sebesar 0.017 berada lebih kecil pada o = 5%. Sehingga H2
diterima, yang artinya bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh
signifikan terhadap Environmental Disclosure.

Dengan demikian, keberadaan atau proporsi dewan komisaris independen
dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan.
Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Choiriyah, 2010
dan Uwuigbe, 2011) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris
independen berpengaruh positif terhadap Environmental Disclosure.

4.1.3 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris terhadap

Environmental Disclosure.

Berdasarkan hasil pengujian variabel latar pendidikan presiden komisaris
(LBPPK) terhadap tingkat Environmental Disclosure (EDI) diperoleh hasil bahwa
nilai thitung < trabel (-0.315 < 2.007) dengan tingkat signifikan sebesar 0.754 berada
lebih besar pada a = 5%, sehingga H3 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak dapat dibuktikan berpengaruh
terhadap Environmental Disclosure. Hasil penelitian ini mendukung hasil
penelitian (Haniffa dan Cooke, 2005, Kusumastuti dkk, 2007, Permatasari, 2009)
serta (Suhardjanto dan Miranti, 2008) yang menyatakan bahwa latar belakang
pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh terhadap Environmental
Disclosure.

Alasan yang digunakan untuk menjelaskan hal ini adalah dalam penelitian
ini hanya mendefinisikan latar belakang pendidikan secara spesifik pada bisnis
dan ekonomi (keuangan), padahal terdapat kemungkinan latar belakang

pendidikan presiden komisaris sesuai dengan jenis usaha perusahan yang dapat
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menunjang kelangsungan bisnis perusahaan lebih diperlukan. Selain itu, adanya
kebutuhan akan soft skill dalam menjalankan bisnis, sedangkan pendidikan yang
diperoleh di bangku sekolah merupakan pendidikan hard skill. Penelitian dari
Harvard University di Amerika Serikat mengungkapkan, kesuksesan hanya
ditentukan sekitar 20% dengan hard skill dan sisanya 80% dengan soft skill
(Nurudin, 2004).
4.1.4 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Environmental

Disclosure

Berdasarkan hasil pengujian variabel jumlah rapat dewan komisaris
terhadap Environmental Disclosure, dapat diketahui bahwa nilai thiung < ttabel (-
3.081 < 2.007) dengan tingkat signifikan sebesar 0.003 berada lebih kecil pada o
= 5%, sehingga H4 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat
dewan komisaris dapat dibuktikan berpengaruh signifikan terhadap Environmental
Disclosure. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering dewan komisaris
melakukan rapat, akan semakin baik pelaksanaan pengungkapan lingkungan
perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan
(Kharis, 2012) yang menyatakan bahwa rapat dewan komisaris merupakan salah
satu ruang yang intensif untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan strategis perusahaan. Rapat dewan komisaris yang dilakukan secara
berkala dan berbobot akan memberikan nilai tambah terutama dalam
meningkatkan ketaatan dalam pengungkapan lingkungan perusahaan.
4.1.5 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Environmental Disclosure

Dalam penelitian ini, /everage sebagai variabel kontrol yang diproksikan
dengan rasio kewajiban terhadap modal sendiri atau ekuitas. Pada uji parsial (¢-
test), dapat dibuktikan bahwa /everage tidak berpengaruh terhadap Environmental
Disclosure dengan hasil thitung < tuabel (-0.386 < 2.007) dengan tingkat signifikan
sebesar 0.701 lebih besar pada o = 5%. Hal ini berarti tidak berhasil mendukung
teori agensi. Berdasarkan teori agensi, manajemen perusahaan dengan tingkat
leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang

dibuatnya, hal ini dilakukan agar tidak menjadi sorotan dari para debtholder.

13



Berdasarkan hasil pengujian variabel kontrol yaitu profitabilitas yang
diukur dengan ROA mendapatkan hasil nilai thitung < ttabel (-0.460 < 2.007) dengan
tingkat signifikan sebesar 0.647 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%.
Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak dapat dibuktikan berpengaruh
terhadap Environmental Disclosure.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Kokubu et al/ (2001) dalam
Darlis dkk (2009) yang menyatakan bahwa pengungkapan sosial perusahaan
justru memberikan kerugian kompetitif karena perusahaan harus mengeluarkan
tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi lingkungan tersebut. Selain itu
penelitian ini berhasil mendukung teori legitimasi yang menyatakan profitabilitas
berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi lingkungan perusahaan.
Teori legitimasi adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki
kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai
Jjustice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan
untuk melegitimasi tindakan perusahaan tersebut (Suchman, 1995 dalam
Sembiring, 2005 dalam Darlis dkk, 2009).

Ukuran perusahaaan (SIZE) sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini
tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap Environmental Disclosure.
Berdasarkan hasil uji t mendapatkan hasil nilai thitung < ttabel (-1.462 < 2.007) pada
tingkat signifikansi sebesar 0.150 berada lebih besar pada o = 5%, yang artinya
bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Environmental
Disclosure.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini
(2006) yang menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan perusahaan tidak
dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, dimana perusahaan besar maupun kecil,
belum tentu melakukan pengungkapan lingkungan perusahaan secara luas. Hal ini
dikarenakan perusahaan belum menganggap -efektifitas dari pengungkapan
lingkungan perusahaan, artinya pengungkapan lingkungan perusahaan belum
dianggap sebagai kebijakan yang memiliki dampak positif bagi perusahaan

dimasa yang akan datang.
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S.  PENUTUP
5.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, latar
belakang pendidikan presiden komisaris tidak dapat dibuktikan berpengaruh
terhadap Environmental Disclosure, sedangkan proporsi dewan komisaris
independen dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan
berpengaruh terhadap Environmental Disclosure.
5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian Mendatang

Topik Environmental Disclosure yang masih jarang diteliti, menyebabkan
peneliti merasa kesulitan dalam mengumpulkan referensi dan kajian teori yang
mendalam, serta kerangka kerja teori yang belum kuat mengakibatkan kesulitan
dalam menentukan teori yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian.
Selain itu, perusahaan tersebut masih belum menerapkan indeks yang sesuai
dengan kriteria penelitian dan pengungkapan Environmental Disclosure, serta
Jumlah sampel yang relatif terbatas, yaitu 32 perusahaan. Hal ini dikarenakan
sedikitnya perusahaan go public yang masuk peringkat Corporate Governance
Perception Index pada tahun 2008-2012. Dan Sampel penelitian tidak dibedakan
berdasarkan jenis industri, jadi memungkinkan adanya bias industri.

Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan pihak lain (kepemillikan
manajerial, kepemilikan institusional) dalam menentukan luas pengungkapan
sebagai bahan pemeriksaan kembali. Selain itu, Penelitian selanjutnya diharapkan
agar menggunakan penilaian kinerja lingkungan yang berstandar internasional,
menambah periode penelitian agar semakin dapat menjelaskan kinerja lingkungan

perusahaan, menambah variabel lain dalam penelitian dan menghindari
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penggunaan variabel yang seragam dan dalam penelitian berikutnya diharapkan

membedakan jenis industri, agar tidak terjadi bias industri.
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